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ABSTRACT

Community participation is a key element in sustainable village
development planning. This study aims to analyze community participation in the
preparation and implementation of the Masterplan of Pucung Village, Girisubo
District, Gunungkidul Regency, as well as to identify the obstacles encountered and
the solutions applied. Pucung Village is one of the karst villages in Gunungkidul
that developed a participatory masterplan with the assistance of the National Land
Polytechnic (STPN) since 2022, working toward the vision of "Pucung Mandara"
(Independent, Peaceful, and Prosperous).

This research uses a descriptive qualitative method with a social definition
paradigm. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head,
village officials, BAMUSKAL members, sub-village heads, community figures, and
residents involved in deliberation forums, field observation, and document review
of the 2022 Masterplan, village budget (APBKal), and meeting minutes. Data
analysis applied three theoretical frameworks: Arnstein's Ladder of Citizen
Participation (1969), Habermas's Deliberative Democracy (1984, 1996), and
Parsons's Theory of Social Action (1937).

The results show that during the masterplan preparation phase, community
participation was representative and consultative through a tiered deliberation
mechanism (RT/RW, sub-village meetings, Musrenbangkal). Based on Arnstein's
ladder, general participation was at the Informing to Consultation level (rungs 3—
4), while community leaders and BAMUSKAL reached the Placation level (rung 5).
Aspirations were dominated by basic infrastructure needs. During the
implementation phase, participation increased significantly, particularly in
Wotawati sub-village as the pilot area, reaching the Partnership level (rung 6)
through labor-intensive programs, UMKM development, and tourism management
of the Ancient Bengawan Solo Valley. Key obstacles include: 1) village fund
reduction from IDR 985 million to IDR 376 million in 2026, 2) budget refocusing
policies; 3) land use regulatory barriers (Sultan Ground, LSD, LP2B); 4) limited

long-term community vision, 5) community dependence on government initiative;



and 6) social jealousy among sub-villages. Resolution strategies include multi-
source funding diversification, reclassification of regency roads as village roads,
comprehensive transparency via website and social media, informal dialogue
through Tarawih Safari, and redistribution of Village Original Revenue (PAD)
through BUMDes. These findings are expected to serve as a reference for
participation-based village development policies, particularly in karst areas with

significant local potential.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masterplan atau rencana induk merupakan dokumen perencanaan
strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai pedoman dalam
mengarahkan pembangunan wilayah secara terstruktur, terukur, dan
berkelanjutan. Masterplan disusun secara komprehensif dengan
mengintegrasikan aspek tata ruang, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan
lingkungan ke dalam satu kerangka perencanaan yang koheren (Kautsary et
al., 2022). Dalam konteks pemerintahan desa atau kalurahan, masterplan
menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan desa
ke dalam arah pengembangan jangka panjang yang sistematis dan
terencana.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan desa
mencakup dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya Nugroho (2022)
Oleh karena itu, masterplan desa perlu dirancang secara menyeluruh agar
mampu mengakomodasi berbagai dimensi kesejahteraan tersebut sekaligus
mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki desa. Tanpa adanya
perencanaan yang terpadu, pembangunan desa berisiko berjalan secara
parsial, tidak berkesinambungan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan
jangka panjang masyarakat.

Penyusunan masterplan merupakan proses yang melibatkan tahapan
identifikasi kondisi eksisting, analisis potensi dan permasalahan,
perumusan visi dan tujuan, hingga penyusunan strategi dan program aksi.
Mentayani (2021) menegaskan bahwa penyusunan masterplan tidak hanya
menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga berfungsi sebagai proses
pendampingan dan pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi
desa serta merumuskan arah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi
warga. Oleh karena itu, penyusunan masterplan desa perlu dilakukan secara

partisipatif serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan desa seperti



RPJMDes dan RKPDes, maupun kebijakan pembangunan di tingkat yang
lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan merupakan
elemen kunci yang menentukan kualitas dan keberlanjutan dokumen
perencanaan. Nugroho (2022) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif
dipandang efektif dalam mendukung pembangunan berdasarkan
kemampuan dan kekuatan masyarakat. Pendekatan ini memaksa para
pembuat kebijakan untuk merumuskan kebutuhan pembangunan suatu
wilayah berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian, masyarakat
menjadi pihak yang menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Menurut Aripin (2018), perencanaan pembangunan desa
disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok
penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala
prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan
aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan
didasari oleh beberapa alasan fundamental. Pertama, masyarakat memiliki
pengetahuan lokal (local knowledge) yang sangat berharga mengenai
kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Kedua,
partisipasi meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership)
masyarakat terhadap program-program pembangunan yang direncanakan,
sehingga mendorong dukungan dan keterlibatan aktif dalam implementasi.
Ketiga, partisipasi yang bermakna menjamin bahwa program pembangunan
lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan sekaligus membatasi
dominasi kepentingan elite lokal dalam proses pengambilan keputusan
(Sa’adah, & Baihaqi, 2025)

Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam tahap
penyusunan, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan masterplan. Keterlibatan
aktif masyarakat dalam pelaksanaan dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi program, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, serta



mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Mardikanto dan Poerwoko
(2012) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan
mencakup keterlibatan dalam identifikasi masalah, pembuatan kebijakan,
implementasi program, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan.
(Conyers, 1991) lebih lanjut mendefinisikan partisipasi sebagai (1)
menyediakan tenaga kerja atau kerja komunitas, (2) berkontribusi pada
identifikasi berbagai bentuk keterlibatan sipil, termasuk (3) kontribusi
materi atau keuangan, (4) memberikan ide, saran, dan kritik, (5)
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (6) berpartisipasi dalam
penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Sementara itu, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu desa yang telah menyusun masterplan
pembangunan secara partisipatif dengan pendampingan dari Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN). Kalurahan Pucung memiliki karakteristik
wilayah pesisir berkarst dengan berbagai tantangan fisik seperti
keterbatasan air, tanah kurang subur, dan topografi curam 52,56%
(Nugroho, n.d.). Terlepas dari berbagai keterbatasan ini, masyarakat Pucung
menunjukkan komitmen yang besar dalam mengembangkan rencana induk
untuk mewujudkan visi "Pucung Mandara" (mandiri, damai, dan sejahtera).
Rencana induk ini dikembangkan melalui proses partisipatif yang
melibatkan pemerintah desa, tokoh-tokoh lokal, dan berbagai kelompok
sosial seperti asosiasi petani, nelayan, dan perempuan, serta organisasi
pemuda.

Keunikan Kalurahan Pucung terletak pada modal sosial yang kuat
melalui berbagai kelompok masyarakat serta budaya gotong royong yang
masih terjaga dengan baik. Namun demikian, hingga saat ini belum ada
kajian mendalam mengenai bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung
dalam proses penyusunan dan pelaksanaan masterplan tersebut, kendala-
kendala apa saja yang dihadapi, serta upaya-upaya apa yang dilakukan
untuk mengatasinya. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam

penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung sangat



penting, karena masterplan saat ini berada dalam fase implementasi; dengan
demikian, hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan
peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian
mengenai "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan
Masterplan (Studi Di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul)". Partisipasi masyarakat merupakan paradigma penting
dalam pembangunan desa, namun implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala sehingga perlu dikaji untuk menjembatani kesenjangan
antara konsep normatif dan praktik empiris (Conyers, 1991). Masterplan
dipilih sebagai fokus karena merupakan instrumen perencanaan strategis
jangka panjang yang menentukan arah pembangunan desa (Tarigan, 2004),
sementara kajian komprehensif mengenai partisipasi dalam keseluruhan
tahap penyusunan hingga pelaksanaannya masih terbatas. Penelitian ini
relevan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bersifat
aktual karena masterplan sedang dalam tahap pelaksanaan. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
dan praktis bagi peningkatan tata kelola pembangunan desa, khususnya

dalam aspek partisipasi Masyarakat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan
pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon
Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan
masterplan berbasis partisipasi masyarakat di Kalurahan Pucung,
Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

3. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi



masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten

Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat
dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan
Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang
dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis
partisipasi masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul.

c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi-solusi yang
dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan dan
pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi masyarakat di
Kalurahan ~ Pucung, Kapanewon  Girisubo, Kabupaten

Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian:
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini
adalah:

a. Untuk Kementrian ATR/BPN: Membantu Kementerian ATR/BPN
dalam memahami dinamika penyusunan masterplan desa serta
pentingnya sinkronisasi rencana tata ruang desa dengan rencana
tata ruang di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional.
Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana
pembangunan desa sejalan dengan kebijakan dan strategi penataan
ruang yang lebih luas sehingga mencegah terjadinya konflik

pemanfaatan ruang. Selain itu, pemahaman mendalam tentang



partisipasi masyarakat dalam masterplan juga dapat menjadi dasar
untuk merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik
pertanahan di wilayah perdesaan melalui pendekatan partisipatif.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung
keselarasan perencanaan ruang tetapi juga memberikan kontribusi
praktis dalam mitigasi konflik lahan yang kerap menjadi persoalan
di tingkat lokal.

. Untuk Politeknik Agraria STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional): Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi
akademis bagi anggota STPN untuk lebih memahami kompleksitas
perencanaan spasial partisipatif.

Untuk Peneliti: Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa.

. Untuk Pemerintah Kalurahan Pucung: Hasil penelitian dapat
menjadi dokumentasi resmi tentang perjalanan Kalurahan Pucung
dalam pengembangan desa berbasis masterplan partisipatif, yang
dapat digunakan untuk promosi dan pembelajaran bagi desa-desa

lain.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada
bab-bab sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan
dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo,
kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Masterplan Kalurahan
Pucung bersifat representatif, bertahap, dan difasilitasi oleh
pemerintah desa. Proses musyawarah dimulai dari tingkat RT/RW,
berlanjut melalui musyawarah dusun (Musdus), dan berpuncak pada
Musyawarah Rembuk Kalurahan (Musrenbangkal). Forum
musyawarah diadakan setidaknya tiga kali sebelum penetapan
Masterplan dan  melibatkan unsur Pamong Kalurahan,
BAMUSKAL, Kepala Dukuh, tokoh masyarakat, pelaku seni,
pelaku pariwisata, kader desa, dan Karang Taruna. Inisiatif
konsultasi sepenuhnya berasal dari pemerintah desa (undangan dari
atas ke bawah), sedangkan isi permasalahan muncul dari akar
rumput (permasalahan dari bawah ke atas). Analisis berdasarkan
model partisipasi warga Arnstein (1969) menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat umum selama fase desain berada pada tahap
"Pemberian Informasi" hingga "Konsultasi" (tahap 3 dan 4),
sedangkan tokoh masyarakat dan BAMUSKAL (dewan daerah)
mencapai tahap "Penempatan" (tahap 5), di mana beberapa saran
mereka memengaruhi isi perencanaan, tetapi mereka belum terlibat
dalam proses pengambilan keputusan secara setara. Keinginan
masyarakat didominasi oleh kebutuhan akan infrastruktur fisik
seperti jalan rabat beton, tanggul/dinding penahan, jalan pertanian,

jambanisasi, dan rehabilitas PAUD, yang mencerminkan tahap
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perkembangan Kalurahan Pucung, yang masih berfokus pada
pemenuhan kebutuhan dasar.

. Partisipasi penduduk setempat dalam pelaksanaan rencana
masterplan telah meningkat secara signifikan dalam kualitas dan
intensitas dibandingkan dengan tahap penyusunan, khususnya di
desa Wotawati, yang berfungsi sebagai proyek percontohan. Melalui
model berbasis upah dan padat karya, penduduk terlibat langsung
sebagai pekerja di sektor konstruksi, sebagai operator UMKM, dan
sebagai pengelola kawasan wisata di sekitar Lembah Bengawan Solo
Purba. Di Wotawati, partisipasi ini mencapai tahap kemitraan (tahap
6 menurut Arnstein), di mana penduduk bukan hanya penerima
manfaat pasif tetapi juga peserta aktif dalam proses pembangunan.
Dampak ekonomi yang nyata sudah terlihat, penduduk yang
sebelumnya ragu untuk terlibat dalam perdagangan kini secara
mandiri membuka UMKM, pendapatan pariwisata dikelola oleh
BUMDES dan didistribusikan di antara sembilan Padukuhan
lainnya, dan kaum muda yang sebelumnya bermigrasi kini kembali
ke desa. Namun, partisipasi dalam Padukuhan lainnya masih berada
pada tahap "Konsultasi" hingga "Penempatan", yang berarti bahwa
pola partisipasi secara keseluruhan masih belum merata di seluruh
Padukuhan.

. Kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan Masterplan Kalurahan
Pucung bersifat multifaset dan terdiri dari faktor teknis dan non-
teknis yang saling berinteraksi. Hambatan teknis yang paling
signifikan adalah pengurangan drastis dana desa dari proyeksi 985
juta rupiah menjadi 376 juta rupiah pada tahun 2026 akibat kebijakan
efisiensi pemerintah pusat; kebijakan pengalokasian kembali
anggaran, yang mewajibkan pengalokasian kembali dana untuk BLT,
pencegahan stunting, dan pengeluaran operasional wajib; dan
hambatan regulasi terhadap persetujuan lahan (Sultan Ground, LSD,

LP2B), yang menghambat implementasi beberapa program
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unggulan. Hambatan non-teknis meliputi: (a) kurangnya visi jangka
panjang di kalangan penduduk karena keterbatasan sumber daya
manusia; (b) tingginya ketergantungan penduduk pada inisiatif
pemerintah; (¢) rendahnya partisipasi dalam forum tanpa insentif; (d)
hambatan geografis antar desa; dan (e) ketidakpuasan sosial yang
timbul dari ketidaksetaraan pembangunan. (f) pengaruh status sosial,
yang mendistorsi kualitas musyawarah; dan (g) migrasi penduduk
usia kerja, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja untuk
pelaksanaan program. Kondisi ini menegaskan temuan (Akbar et al.,
2020), yang menunjukkan bahwa praktik perencanaan partisipatif di
pedesaan Indonesia terus menghadapi tantangan struktural yang
membutuhkan intervensi multidimensional jangka panjang.

. Pemerintah Kalurahan Pucung telah menerapkan berbagai solusi
adaptif dan inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Di bidang
perencanaan anggaran, pemerintah berhasil mengembangkan
strategi pendanaan multi-sumber melalui pendekatan kepada
lembaga legislatif, memperoleh pendanaan BKK tertinggi di
provinsi DIY (7,25 miliar rupiah, 2024), kemitraan dengan
universitas dan inisiatif CSR, serta langkah inovatif menurunkan
status jalan kabupaten menjadi jalan desa untuk memungkinkan
pendanaan anggaran desa. Di bidang komunikasi dan partisipasi,
"Safari Tarawih" sebagai media dialog informal, digitalisasi
transparansi anggaran secara komprehensif melalui situs web dan
media sosial, serta mekanisme Redistribusi Pendapatan Sendiri
(PAD) melalut BUMDES untuk mengatasi kecemburuan sosial telah
terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan dan dukungan
masyarakat. Implementasi keseluruhan masterplan terkait tujuan
jangka panjang hingga 2045 hanya mencapai 15-20%, dengan
Padukuhan Wotawati menjadi satu-satunya daerah yang
menunjukkan transformasi nyata. Solusi yang diterapkan

mencerminkan penerapan empat variabel keberhasilan kebijakan
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yang diidentifikasi oleh Edwards III dalam (Agustino, 2016):
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur
birokrasi, meskipun masih terdapat keterbatasan.

5. Secara teoritis, partisipasi masyarakat dalam masterplan Kalurahan
Pucung dapat dijelaskan secara komprehensif menggunakan tiga
kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori aksi Parsons
(1937) menjelaskan bahwa partisipasi penduduk bukanlah aksi acak,
melainkan aksi yang berorientasi pada tujuan (memenuhi kebutuhan
pembangunan) dalam batasan situasional (keterbatasan sumber daya
keuangan dan manusia), yang dipandu oleh nilai-nilai normatif lokal
(Gotong Royong dan visi "Pucung Mandara"). Kedua, teori
demokrasi deliberatif Habermas (1984, 1996) menunjukkan bahwa
meskipun forum konsultasi di masyarakat Pucung secara formal
memenuhi persyaratan untuk ruang publik deliberatif, forum
tersebut mengalami distorsi sistematis. Distorsi ini bermanifestasi
sebagai ketidaksetaraan informasi antara pemerintah dan penduduk,
pengaruh status sosial terhadap deliberasi, dan ketergantungan
penduduk, yang semuanya menghambat komunikasi yang benar-
benar adil (Habermas, 1984). Ketiga, buku Arnstein, Participation
Leader (1969), menegaskan bahwa partisipasi dalam komunitas
Pucung masih berada di antara partisipasi simbolis dan awal sebuah
kemitraan, dengan perbedaan signifikan antara berbagai padukuhan
dan tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju citizen power
masih membutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada berbagai
pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat
dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan desa.

1. Bagi Pemerintah Kalurahan
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a. Peninjauan berkala terhadap Masterplan Kalurahan Pucung
(setiap lima tahun, atau lebih cepat jika ada perubahan hukum
yang signifikan), dengan melibatkan tim perwakilan dari
Pemerintah desa, BAMUSKAL (Badan Musyawarah
Kalurahan), tokoh masyarakat, dan tim peneliti dari STPN
(Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). Peninjauan harus
mempertimbangkan  perkembangan  baru  yang  tidak
dipertimbangkan dalam Masterplan 2022, termasuk kemajuan
teknologi informasi dan kebijakan nasional yang terus
berkembang. Seperti yang ditekankan oleh Lurah Pucung dalam
wawancara, "Masterplan tidak perlu diubah, tetapi kita perlu
meninjaunya untuk menentukan apakah masih mencerminkan
realita saat ini." Pendekatan perencanaan adaptif ini sejalan
dengan rekomendasi (Akbar et al., 2020) untuk memastikan
relevansi perencanaan dalam menghadapi kondisi lokal yang
dinamis.

b. Penyusunan peta jalan pembangunan yang eksplisit, terukur,
dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat untuk setiap
padukuhan, disertai dengan garis waktu realistis berdasarkan
perkiraan anggaran yang tersedia. Peta jalan ini akan menjadi
alat penting untuk mengelola harapan warga di desa-desa yang
belum terjangkau oleh proyek pembangunan yang lebih besar,
sekaligus meredam kecemburuan sosial yang dapat mengancam
hubungan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan
bahwa mekanisme Redistribusi Pendapatan Daerah (PAD)
melalui BUMDES diimplementasikan secara transparan dan
tunduk pada pengawasan seluruh anggota masyarakat.

c. Meningkatkan inklusivitas forum musyawarah dengan
mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih mudah
diakses secara geografis dan finansial. Langkah-langkah

spesifik yang dapat diambil meliputi: (i) memanfaatkan
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platform digital sederhana (grup WhatsApp atau media sosial)
untuk menjangkau warga yang tinggal di luar masyarakat.
Seperti yang direkomendasikan oleh (Nadhiro & Choiriyah,
2024), perluasan mekanisme partisipasi inklusif sangat penting
untuk memastikan representasi proporsional dari kekhawatiran
penduduk.

d. Implementasi program peningkatan kapasitas yang sistematis
dan berkelanjutan bagi penduduk setempat, termasuk pelatihan
manajemen pariwisata, pertanian modern, dan kewirausahaan
bagi warga berbagai desa. Program ini harus didukung oleh
anggaran khusus dalam APBKal dan dapat diintegrasikan ke
dalam program nirlaba universitas mitra. Peningkatan kapasitas
yang konsisten secara bertahap akan  mengurangi
ketergantungan penduduk pada pemerintah dan mendorong
munculnya inisiatif pembangunan dari penduduk setempat itu

sendiri.

2. Bagi Pemerintah Kapanewon Girisubo dan Pemerintah

Kabupaten

a. Pemerintah Kapanewon dan kabupaten harus memberikan
dukungan teknis dan regulasi yang lebih konkret kepada
Kalurahan yang saat ini sedang melaksanakan masterplan,
termasuk proses persetujuan yang disederhanakan untuk
program yang sesuai, peningkatan kapasitas bagi pejabat desa
dalam manajemen keuangan dan perencanaan teknis, serta
mendorong koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program
lintas bidang. Hambatan persetujuan yang diidentifikasi dalam
studi ini di Sultan Ground dan LSD menunjukkan perlunya
mekanisme konsultasi regulasi yang lebih mudah diakses bagi

pemerintah desa.
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b. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hendaknya
mempertimbangkan untuk menyesuaikan formula dana desa
bagi Kalurahan yang memiliki masterplan yang telah
tersertifikasi dengan memberikan insentif keuangan tambahan
(misalnya, melalui Dana Insentif Desa atau Dana Alokasi
Khusus Tingkat Kabupaten) kepada Kalurahan yang
menunjukkan partisipasi dan akuntabilitas yang kuat.
Mekanisme insentif ini akan memotivasi lebih banyak
Kalurahan untuk mengembangkan rencana induk partisipatif
sekaligus mengurangi tekanan keuangan yang selama ini

menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

3. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN)

a. Pengalaman masyarakat Pucung dalam penyusunan dan
pelaksanaan masterplan berbasis partisipatif melalui kerja sama
dengan tim akademis STPN merupakan praktik terbaik yang
perlu didokumentasikan, direplikasi, dan disebarluaskan kepada
masyarakat lain, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan
daerah karst lainnya di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (ATR/BPN) melalui STPN, dapat mengembangkan modul
pelatihan dan panduan teknis untuk pengembangan rencana induk
desa berdasarkan pengalaman masyarakat Pucung, sehingga
memungkinkan manfaat yang lebih luas bagi pengelolaan lahan
dan pembangunan pedesaan.

b. STPN hendaknya melanjutkan dan memperluas program
dukungan akademiknya untuk desa Pucung, khususnya dalam hal
mendukung peninjauan rutin masterplan, pengembangan
kawasan wisata di dusun-dusun yang sebelumnya belum
berkembang, dan memperkuat kapasitas penduduk dalam

pengelolaan data spasial dan perencanaan tata ruang desa. Sinergi

135



antara universitas yang berspesialisasi dalam tata guna lahan dan
administrasi desa, seperti yang telah terjalin antara STPN dan
Kalurahan Pucung, merupakan model kerja sama yang patut
dijadikan contoh bagi program nirlaba di bidang tata guna lahan

dan perencanaan tata ruang.

Secara keseluruhan, pengalaman masyarakat Pucung dalam
menyusun dan mengimplementasikan masterplan  berbasis
partisipatif menawarkan pelajaran berharga bagi akademisi dan
praktisi pembangunan pedesaan di Indonesia. Dihadapkan dengan
anggaran yang semakin terbatas dan kebutuhan pembangunan yang
semakin kompleks, Pucung telah menunjukkan bahwa kombinasi
kepemimpinan visioner, kolaborasi akademis yang kuat, transparansi
publik yang konsisten, dan modal sosial yang dipupuk adalah kunci
keberhasilan perencanaan pembangunan pedesaan yang partisipatif,
berkelanjutan, dan adil. Visi "Pucung Mandara" (Mandiri, Damai,
dan Sejahtera) bukan hanya slogan, tetapi cita-cita kolektif yang
diwujudkan melalui setiap forum musyawarah, setiap meter jalan
yang dibangun bersama, dan setiap rupiah dari pendapatan pariwisata

yang didistribusikan kembali kepada seluruh penduduk desa.
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